
 
 

 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 45 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PASURUAN, 
 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

Menimbang : 

Mengingat   : 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Noman 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Nomor 5272); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 
05); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 219); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 
Tahun 2016; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 

35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2017; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula sebesar 
Rp 3.306.170.802.006,50 bertambah sebesar Rp 27.627.035.552,81 sehingga 
menjadi Rp 3.333.797.837.559,31 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula    Rp 3.033.986.201.346,00 
b. Bertambah    Rp    129.642.565.145,23 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan              Rp 3.163.628.766.491,23 

2. Belanja 
a. Semula    Rp 3.306.170.802.006,50 
b. Bertambah    Rp      27.627.035.552,81 

Jumlah Belanja setelah perubahan                      Rp 3.333.797.837.559,31 
         Defisit setelah perubahan                                   (Rp . 170.169.071.068,08) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula    Rp    285.514.401.955,50 
2) Berkurang   Rp    105.015.529.592,42 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan      Rp   180.498.872.363,08 
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b. Pengeluaran 
1) Semula    Rp      13.329.801.295,00 
2) Berkurang   Rp        3.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan             Rp    10.329.801.295,00 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan     Rp  170.169.071.068,08 
Sisa lebih pembiayaan anggaran                         Rp                          0,00 
setelah perubahan 

 
Pasal 2 

 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran Peraturan ini. 
 

Pasal 3 
 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

Pasal 4 
 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Oktober 2017 

BUPATI PASURUAN, 

                 ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 17 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 45 
 


